KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 78 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Surat Bawaslu Provinsi Papua

Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal
28 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran
Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Surat
Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor
558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024
perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor
554/PM.01.01/K.PBD/10/2024;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 139 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Pasal 4
ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2024 tentang Tata Cara penyelesaian Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
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Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas
Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

bahwa untuk melaksanakan Pasal 71 ayat (5) Undang-
undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-undang, yang menyatakan
bahwa Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati
atau Wakil Bupati dan Walikota atau Walikota selaku
petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai saksi
pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya Nomor 242/PL.02.3-
BA/96/2024 Tentang Hasil Rapat Pleno mengenai Tindak
Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya
Nomor 554 /PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober
2023 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi
sebagaimana telah diubah dengan Surat Bawaslu Provinsi
Papua Barat Daya Nomor 558 /PM.00.01/K.KPBD/10/2024
tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun
Surat Rekomendasi Nomor
554/PM.01.01/K.PBD/10/2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Barat Daya tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

2024;
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Mengingat

Menetapkan

1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi  Undang-undang menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024.
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KESATU . Saudara Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. berdasarkan
Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor
554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2023
perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi
sebagaimana telah diubah dengan Surat Bawaslu Provinsi
Papua Barat Daya Nomor 558 /PM.00.01/K.KPBD/10/2024
tanggal 30 Oktober 2024 perihal Ralat Penulisan Tahun
Surat Rekomendasi Nomor 554 /PM.01.01/K.PBD/10/2024
terbukti telah melakukan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan.

KEDUA :  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah
melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi Bawaslu
Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
Barat Daya membatalkan Saudara Abdul Faris Umlati, S.E.,
M.M., M.Pd. sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Barat
Daya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 04 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
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